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ABSTRAK

Dampak Covid-19 tidak ada bandingannya dalam sejarah modern. Dampaknya tidak hanya
pada kesehatan tapi pada semua sektor: ekonomi, politik, sosial, budaya, lingkungan
pendidikan. Covid19 menyebabkan krisis mengakibatkan ancaman bagi kelangsungan sistem
nilai fundamental dalam masyarakat. Dampak Covid19 yang sangat kompleks tersebut, tidak
dapat diselesaikan oleh satu organisasi, perlu melibatkan lintas sector. Paper ini bertujuan
membahas beberaapa teori tentang collaborative governance sebagai dasar dalam rencana
membangun keraangka kerja collabortive governance dalam situasi bencana. Penelitian
collaborative governance dalam situasi bencana/krisis belum banyak dilakukan di Indonesia.
Tema riset kolaborasi antar level pemerintahan (interagecy governance), kolaborrasi lintas
sektor (cross-sector governance) dan kolaborasi pada tingkat komunitas (grassroot
governance) dalam kerangka kerja kolaborasi situasi bencana perlu dilakukan. Paper ini
merupaka hasil kajian teori tentang perkembangan teori administrasi publik, membahas tipologi
interaksi organisi, perbedaan manajemen publik colaborative dan collaborative governance,
nilai kolaborative, kerangka kerja kolaboraaative, tantangan dalan collaborative governance
serta body of knowledge studi collaborative governance.

Kata kunci : Collaborative governance, bencana / krisis

PENDAHULUAN

Organisasi kesehatan dunia (World Health
Organization) menetapkan Covidl9 sebagai
pandemi global pada 11 Maret 2020 (WHO,
2020). Pandemi Covid19 menibulkan dampak
yang tidak ada bandingannya dalam sejarah
modern (Schwab & Mallert, 2020). Dampak
covidl19 tidak hanya berdampak pada kesehatan
terjadi pada semua sektor seperti ekonomi,
politik, sosial, budaya, lingkungan (Lupton &
Willis, 2021). Dampak Covidl9 terjadi pada
semua negara dalam derajad yang berbeda beda,
tidak hanya tejadi di negara berkembang, juga
negara maju (UNDP, 2020). Dalam bidang
ekonomi, dampak Covidl9 menyebabkan
pertumbuhan  ekonomi  dunia  mengalami
kontraksi yang cukup dalam (pertumbuhan
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negatif) -4.4 pada akhir tahun 2020 (IMF, 2020).
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa awal
pandemi Covid19 yaitu pada kuartal kedua tahn
2020 sebesar minus 5,3 (Kompas, 2020), dan
akhir tahun 2020 pertumbuhan ekonomi
Indonesai  mengalami kontraksi 2,07 persen
secara year on year / yoy (Tempo, 5 Februari
2021). Pertumbuhan ekonomi NTT direvisi
menjadi 6,7- 7,3 (Bappelitbangda Provinsi NTT,
2020).

Dampak pandemi Covidl9 memaksa
kegiatan belajar bagi siswa dilakukan dari rumah,
interaksi siswa dengan guru dan teman sebaya
menjadi berkurang. Dalam bidang kesehatan,
pada awal pandemi Covidl9, sistem kesehatan
diberbagai tempat mengalami kelumpuhan,
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fasilitas kesehatan rumah sakit dan puskesmas
belum siap menghadapi bencana kesehatan yang
datangnya secara tiba-tiba. Pada awal pandemi
Covid19 jumlah rumah sakit yang dapat
melakukan penegakan diagnosa Covid19 melalui
test Polymerase Chain Reaction (PCR) sangat
terbatas pada rumah sakit besar di Pulau Jawa dan
Bali. Disamping itu, tenaga kesehatan belum siap
melakukan perawatan penderita, infrastruktur
ruangan isolasi bagi penderita Covidl9 juga
belum siap dan sangat terbatas. Kondisi ini terjadi
pada sebagian besar fasilitas kesehatan di
Indonesia. Di Provinsi NTT, yang merupakan
provinsi yang bercirikan kepulaan, kondisi ini di
perparah dengan terbatasnya jalur transportasi
darat, laut dan udara untuk mengumpulkan
sampel dari daerah untuk di periksa di RS
Provinsi NTT .

Sejak covid19 pertama teridentifikasi pada 2
Maret 2020, pemerintah merespon dengan
penetapan  Covidl9 sebagai  kedaruratan
kesehatan masyarakat (Presiden RI, 2020a), dan
sebagai bencana nasional (Presiden RI, 2020a).
Sampai dengan Juli 23 2021 pada saat penulisan
paper ini, jumlah penderita positif Covid19 di
Indonesia tercatat 3,1 juta orang. Kasus Covid19
di NTT sejak tertama kali teridentifikasi pada 14
April 2020, sampai dengan 23 Juli 2021 jumlah
kasus Covid19 di NTT sebanyak 32.676 kasus
(https://covid19.go.id)

Respon pemerintah diberbagai negara
berbeda beda dalam mengatasai penyebaran
Covid19. Taiwan, New Zealand, Vietnam,
Australia, Koresa Selatan dan Singapore
menerapkan strategi lock down (menutup total)
akses masuk dan keluar negara tersebut pada
awal pandemi Covid19, berhasil menekan laju
penyebaran Covid19 (Afsahi, Beausoleil, Dean,
Ercan, & Gagnon, 2020; Dalglish, 2020).
Pemerintaah Rl menetapkan strategi Pembatasan
Sosial Bersekala Besar (PSBB) (Social
Distansing)  sebagai upaya  membatasi
penyebaran kasus (Presiden RI, 2020b),
kemudian diganti dengan sebutan Pembatasan
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Pemberlakuan Kegiatan Masyarkaat (PPKM).
Memasuki awal tahun 2021, diganti dengan
istilah PPKM bersekala mikro, yaitu PPKM level
kelurahan atau RT dan RW. Pada Juli 2021,
seiring dengan meingkatkan kasus Covidl9,
pemerintah menetapkan strategi PPKM darurat
dan kemudian diganti dengan PPKM level 1,2, 3
dan 4 sesuai dengan dinamika penularan Covid19
(https://covid19.go.id). Fokus kegiatan PSBB
atau PPKM adalah pengetatan protokol kesehatan
5M (memakai masker, mencuci tangan dengan
sabun dan air mengalir, menjaga jarak denganaa

orng lain  minimal 1 meter, menghidari
kerumunan dan meminimalkan bepergian).
Selain  pendekatan  protokol  kesehatan,

pemerintah Indonesia juga menetapakn strategi
3T (treatment, tracing, treatmen) untuk
memperbesar dan sejak Januari 2021 dilakukan
program vaksinasi untuk membentuk kekebalan
kelompok/komunal.

Sejarah mencatat, pandemi disebabkan
oleh virus yang menyerang saluran pernapasan.
Flu Spanyol (1918-1919) merupakan salah satu
pandemi paling mengerikan sepanjang sejarah
umat manusia, menelan korban 100 juta jiwa,
setara dengan sepertiga jumlah penduduk bumi
pada saat itu (Breitnauer, 2019; Kupperberg,
2008). Serataus tahun kemudian, pandemi yang
disebabkan oleh Virus SARS COV-2 yang lebih
dikenal dengan sebutan Corona Virus Disease /
Covid-19 dan sedang berlangsung sampai
sekarang, dampaknya tidak ada bandingannya
dalam sejarah modern (Schwab & Mallert, 2020).
Pandemi Covidl9 berdampak pada praktek
administrasi publik, digital governance yang
menekankan pada digitalisasi layanan publik
untuk meningkatkan efektifitas dan efisensi
layanan (Falk, Rommele, & Silverman, 2017).
Dampak Covidl9 yang sangat kompleks, tidak
dapat diselesaikan oleh satu organisasi saja, dan
perlu melibatkan lintas sektor, dan karena itu
paper ini bertujuan membahas beberapa teori
collaborative governance sebagai dasar dalam
rencana  membangun keraangka  Kkerja
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Collabortive governance dalam situasi krisis /
bencana.

METODE PENELITIAN

Untuk membahas kerangka kerja collaborative
governance, dilakukan review literatur dalam
jurnal, book chapter dan bentuk buku, yang
relevan dengan tema Diawali dengan memahami
perkembangan paraadigma adminstrasi sebagai
fondasi dasar dalam teori administrasi, dari teori
administasi, manajemen dan teori governance
yang menekankan pada nilai publik yang
merupakan inti dari collaborative governance.
Selanjutnya secara spesifik membahas tipologi
interaksi antara organisasi, serta memahami
perbedaan manajemen publik colaborative dan
collaborative governance, dilanjutkan dengan
memahami nilai collaborative, serta kerangka
kerja collaborative, tantangan dalan
collaborative governance serta body of know-
ledge studi collaborative governance.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Paradigma Administrasi
Publik
Membahas tentang tema riset dalam bidang

administrasi publik, terlebih dahulu memahami
perkembangan paradigma administrasi publik.
Paradigma berasal dari bahasa Yunani
“Paradeigma” yang berarti pola (Liliweri, 2018),
seperangkat keyakinan (set of beliefs) terhadap
suatu realitas (Kuhn, 1970). Dalam perpektif
penelitian, paradigma disebut world view yaitu
sebuah keyakinan dasar bagi seorang peneliti,
pemandu dalam menentukan metode penelitian
(Creswell; & Creswell, 2018). Gagasan Thomas
Kuhn tentang paradigma dalam bukunya the
structure of scientific revolutions menyebutkan
bahwa disebut sebagai paradigma jika lebih baik
dari kompetitornya (Kuhn, 1996).

Praktek administrasi publik berevolusi
seiring dengan perekembangan peradaban
manusia, sebagai konsekuenssi dari perubahan
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sosial, ekonomi, politik, dan kemajuan teknologi
(Keller, 2007), administrasi publik menjadi
jantung dari praktek administrasi pemerintahan
modern (Shafritz, I, Borick, & Hyde, 2017).
Praktek  administrasi ~ publik ~ mengalami
perubahan paradigma, mulai dari tradisional
publik administration (1788), New Public
Management (1980-1990), new goernance
paradigm (1990-1996), public value paradigm,
profesional skils for public managers (Dong,
2015; Wu & He, 2009) dalam bukunya Public
Administration Theories, Instrumental and Value
Rationalities menguraikan tentang
perkembangan paradigma administrasi publik
dalam dua kutub yang berbeda, dari Old Public
Administrastion (OPA) ke New Publik
Administrastion (NPA) atau Modern Public
Administration (MPA). OPA  mempunyai
kecenderungan pada rasio instrumental, termasuk
dalam kategori ini adalah paradigma New Public
Management. Pada kutub lainya NPA atau MPA
cenderung menerapkan nilai  rasionalitas,
termasuk dalam kategori ini adalah paradigma
public value management, new public srvice
(NPS), dan democratic administration. (Runya et
al., 2015) mengkategorikan tiga paradigma utama
dalam ilmu administrasi publik yaitu Old Public
Admiistration (OPA), New Public Management'
(NPM) dan New Public Governnce (NPG).
Meskipuun perkembangan administrasi
publik mengalami perubahan paradigma (shift
paradigm) namun tidak terlepas dari adanya
perdebatan misalnya apakah New Public
Governance (NPM) merupakan suatu paradigma
dalam administrasi publik mengacu pada teory
Thomas Khun The Structure of scientific
revolutions (Gow & Dufour, 2000). Paradigma
NPM bersifat semetara dalam tahap evolusi dari
administrasi publik tradisional ke New Public
Governance (S. Osborne, 2010). Paradigma NPM
juga telah dikritik paling dahsyat karena NPM
lebih fokus pada intraorganisasi, sementara dunia
semakin kompleks dan NPM dinilai ketinggalan
zaman dalam implementasi administrasi publik
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(Basu, 2019), Nabatchi (2015) disebut sebagai
rezim kolaborasi (Emerson & Nabatchi, 2015a).

Tipologi interaksi organisasi

Secara teori, derajad hubungan antara
organisasi berbeda, namun kadang dalam
praktekya sering disamakan atau dipertukarkan.

Tidak semua interaksi antara organisasi disebut
sebagai kolaborasi. Ada yang disebut sebagai
kerja ~ sama (cooperation), koordinasi
(coordination) dan kolaborasi (Collaboration),
perbedaan tersebut terlihat pada kolaborasi
seperti yang terlihat pada tabel berikut (M.
McNamara, 2012).

Elemen

Kerja sama (Cooperation)

Koordinasi (Coperation)

Kolaborasi (collaboration)

Design
Formalitas perjanjian

Otonomi organisasi

Personal / tokoh

kunci

Berbagi informasi

Pengambilan
keputusan
Penyelsaian masalah
akar rumput

Alokasi sumber daya

Sistem / kerangka
berpikir

Kepercayaan / trust

Collaborative
proses  melibatkan

governance

Bekerja dalam struktur
organisasi yang ada
Perjanjian informal

Sepenuhnya otonom;
kebijakan untuk mengatur
pengaturan kolektif tidak
dikembangkan

Pelaksanaan kemitraan

terjadi pada tingkat / level
terendah; pemimpin tidak
terlibat

Informasi dasar dibagikan
melalui

saluran informal

Independen dalam mengambil
keputusan

Konflik dihindari

Pertukaran informasi

Integrasi sistem tidak terjadi

Hubungan trust tidak
diperlukan tetapi dapat
berkembang

merupakan

lintas sektor untuk

Kontrol terpusat melalui
struktur hierarkis
Perjanjian yang diformalkan

Semi-otonom; kebijakan
untuk mengatur

pengaturan kolektif
dikembangkan oleh otoritas
yang lebih tinggi
Implementasi kemitraan
berdasarkan otoritas yang
lebih tinggi;

Pertukaran informasi melalui
saluran yang lebih formal

Pengambilan keputusan
terpusat

Fasilitator netral dapat
membantu menyelesaikan
konflik

Sumber daya fisik dan
nonfisik

dipertukarkan untuk mencapai
tujuan individu

Integrasi sistem dapat terjadi
untuk

mencapai tujuan individu
Pemimpin bekerja sama untuk
menciptakan trust

Collaborative governance terdiri atas dua
kata, yaitu collaborative dan governance Kata

Pengaturan daya bersama

Perjanjian informal dan
formal

Tidak otonom; kebijakan
untuk mengatur
pengaturan kolektif
dikembangkan

bersama oleh peserta
pelaksanaan kemitraan
berdasarkan peserta; inisiator
membantu menyatukan
peserta

Komunikasi yang terbuka
dan sering melalui jalur
formal dan informal
Pengambilan keputusan
bersifat partisipatif
Peserta bekerja sama untuk
menyelesaikan konflik

Sumber daya fisik dan
nonfisik dikumpulkan untuk
mendukung tujuan bersama

Integrasi sistem terjadi untuk
mencapai tujuan bersama

Trust antar peserta
diperlukan untuk
mempertahankan hubungan

penyelesaian masalah publik yang melampaui
batas birokasi pemerintah (Emerson & Nabatchi,
2015a). Model pemerintahan hirarki tradisional
tidak memenuhi tuntutan zaman yang kompleks
dan cepat berubah, sistem organisasi yang kaku
dan beroperasi dengan prosedur dan kontrol,
pembatasan kerja yang sempit dan budaya serta
model operasional yang berorientasi kedalam
(internal) tidak cocok untuk mengatasi masalah
publik yang sering melampaui batas (Eggers.,
2004) .
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collaboration berasal dari bahasa Latin : “Com”
dan “Labore” yang diterjemahkan sebagai
“bekerja sama “(Uta M & Peter G, 2000).
Governance pertama kali digunakan oleh Harlan
Cleveland pada pertengahan tahun 1970-an,
digunakan sebagai pengganti frase administrasi
publik dalam salah satu tema pidato, dan buku
yang sangat bijaksana dan provokatif berbunyi
“yang diinginkan rakyat adalah lebih sedikit
perintah dan lebih banyak lagi pemerintahan
(Fredericsson & Matkin, 2007). Sejak tahun



Jurnal Administrasi dan Demokrasi, VVol. 2. No. 1. Mei 2023

1991 Governance menjadi paradigma dalam
administrasi publik dalam kerjasama jejaring
mulai dari proses input sampai pada hasil
(Chhotray & Gerry, 2009).

Defenisi Collaborative governance

Memasuki abad ke-21, collaborative
governance menjadi kata kunci dalam
administrasi dan managemen publik dan

merupakan komponen standar manajemen publik
(Donal F. Kettl, 2002; Mcguire, 2006). Diawali
karya Barbara Gray (1985) bertema collaboratig:
finding common ground for multyparty problems
menyebutkan bahwa dibutuhkan kolaborasi
untuk memecahkan msalah di berbagai sektor
(Gieseka, 2020).

(Wood & Gray, 1991) menyebutkan definisi
sangat penting untuk membangun sebuah teori.
Menurutnya, teori kolaborasi dimulai dengan
definisi fenomena yang mencakup semua bentuk
yang dapat diamati, kecuali masalah yang tidak
relevan. Collaborative governance memiliki
beberapa defenisi, tidak ada standar dalam
defenisi collaboraative governance ,
Collaborative governance telah digunakan dalam
praktek dan teori dalam berbagai bentuk yang
berbeda sehingga sulit untuk disintesis, didefenisi
dan dievaluasi. (Rosenbloom, 2013).

Gray (1989) mendefenisikan kolaborasi
adalah sebuah proses dimana para pihak yang
melihat aspek yang berbeda dari suatu masalah
dapat secara  konstruktif  mengeksplorasi
perbedaan mereka dan mencari solusi yang
melampaui visi mereka sendiri yang terbatas
tentang apa yang mungkin) (Gray, 1989b).
(Collabration is a process through which parties
who see different aspects of a probleem can
constructively explore their differences and
search for sollutions that go beyond their own
limited vision of what s possible.

Thomson (2006) menyatakan kolaborasi
sebagai sebuah proses dimana para aktor otonom
berinteraksi melalui negosiasi formal dan
informal, bersama-sama menciptakan aturan dan
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struktur yang mengatur hubungan dan cara
mereka untuk bertindak atau memutuskan
masalah yang menyatukan mereka (Ann Marie
Thomson, 2006).

O’Leary & Vij, (2017) mendefenisikan
collaborative governance, merupakan sebuah
gagasan yang beresonasi dengan banyak pihak
yang telah menghasilkan keragaman pandangan
dan gagasan yang sangat besar (O’Leary & Vij,
2017).

Ansel dan Gash (2008) yang melakukan
review  terhadap 137  artikel  jurnal
mendefenisikan ~ collaborative  governance
sebagai pengaturan pemerintahan dimana satu
atau lebih badan publik secara langsung
melibatkan pemangku kepentingan bukan negara
dalam proses pengambilan keputusan kolektif
yang formal, berorientasi pada konsensus dan
musyawarah, bertujuan untuk membuat atau
melaksanakan kebijakan publik atau mengelola
program atau aset publik (Ansell & Gash, 2008).

Emerson dan Nabatchi (2015)
mendefenisikan  collabaorative  governance
merupakan proses dan struktur pengambilan
keputuan yang melibatkan para pihak di luar
batas organisasi, level pemerintahan, dan atau
ranah  publik, swasta, dan sipil untuk
mengimplementasikan tujuan publik yang tidak
dapat tercapai jika dilakukan oleh satu organisai
(Emerson & Nabatchi, 2015b).

Defenisi collaborative governance seperti
tersebut di atas, pada umumnya collaborative
governance menggambarkan adanya interaksi
antara  individi ~ atau  organisasi,  dan
keterlibatannya terjadi secara sukarela. Hal
tersebut juga menunjukkan bahwa kolaborasi
tidak dapat dilakukan jika ada konflik misalnya
konflik ideologi yang sangat mendalam,
kekuasaan tidak mereata antara anggota
(Gieseka, 2020). Tidak semua interaksi antara
ogranisasi di sebut sebagai kolaboraasi,
collaborasi dapat dipahami sebagai proses dalam
organisasi dan juga sebagai struktur (Morris &
Stevens, 2016a).
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Manajemen publik kolaboratif dan
collaborative governance

Manajemen publik kolaboratif
(collaborative publik management) berbeda
dengan tata kelola kolaboratif (collaborative
governance) (Kapucu, Yuldashev, & Bakiev,
2009; Tony & Elke, 2003). Manajemen publik
kolaboratif merupakan proses internal untuk
mengelola multi-organisasi untuk menyelesaikan
masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan
mudah oleh satu organisasi (Agranoff & Michael
McGuire, 2003; O’Leary & Bingham, 20009).
Fokus perhatian manajemen publik kolaboratif
adalah pada substansi atau isu pada tingkat
organisasi dan saling ketergantungan antar
organisasi (Agranoff & Michael McGuire, 2003).
Ada dua jenis manajmeen kolaborasi menurut
Agranoff & McGuire (2003) vyaitu vertical
collaabortion dan horizontal collaboration.
Vertical collaboration adalah kolaborasi yng
dilakukan antara level pemerintahan,
pemerintaha pusat, provinsi dan lokal (federl,
state dan local goverment). Sedangkan horizonal
collaborative dalah bentuk kolaborasi antara
organisasi organisasi (Agranoff & Michael
McGuire, 2003).

Keterlibatan ~ publik  dalam  proses
pengambilan keputusan dalam manajemen publik
kolaboratif tidak selalu diakui sebagai nilai
kewarganegaraan (Cooper, Bryer, & Meek,
2006). Menurut Delanty (2000) ada empat
elemen dari kewarganegaraan Vyaitu hak,
tanggungjawab, partisipasi dan identitas (Al-
Qatawneh, Alsalhi, & Eltahir, 2019). Lebih lanjut
Kapucu et al (2009) menyebutkan bahwa
reformasi administrasi publik mengarah pada
kolaborasi publik dan swasta dalam pengambilan
keputusan dan penyelesaian masalah yang
menghasilkan istilah “Manajemen publik baru
(Kapucu et al., 2009; Mecguire, 2006).
Selanjutanya Rhodes (1996) menyatakan bahwa
saling ketergantungan merupakan ciri dari
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hubungan jaringan dalam organisasi (Rhodes,
1996).

Collaborative governance memiliki ruang
lingkup yang lebih luas dan fokus pada substansi
dan proses Kkolaborasi dalam memecahkan
masalah sosial dengan meningkatkan struktur
non-hierarkis , terdesentralisasi dan mekanisme
partisipasi  publik melalui berbagai bentuk
misalnya kemitraan dan perangkat e-governance
(Kapucu et al., 2009). Tata kelola (governance)
merupakan produk kebijakan internasional yang
diperkenalkan oleh Bank Dunia pada tahun 1992
sebagai kriteria dalam pemberian bantuan (Sloat,
2003). Rhode (1996) menjelaskan bahwa
pemerintahan (governance) berbeda dengan
pemerintah (government). Goverment lebih dekat
dengan administrasi publik tradisional yang
menekankan kontrol birokrasi, dalam
administrasi  publik tradisional pemerintah
dominan dalam mengontrol, sebagian besar
dilakukan melalui kebijakan, peraturan, dan
regulasi. Sebaliknya, governance dikenal sebagai
implikasi dari hubungan yang lebih interaktif dan
simbiosis dan kemitraan (Rhodes, 1996).

Nilai Dasar Collaborative Governance

Kolaborasi bukan hanya sebagai strategi
untuk mengatasi masalah publik tetapi juga
merupakan sarana untuk membangun modal
sosial, mempertahankan nilai demokratis di
masyarakat, dan mengubah budaya sipil yang
hirarkis dan birokratis dalam suatu komunitas
(Chrislip, 2002). Collaborative governance

mempunyai nilai dasar meliputi orientasi
konsensus dalam  pengambilan  keputusan
(tujuan),  kepemimpinan  kolektif  dalam

kelembagaan (struktur), komunikasi multi arah
dalam hubungan kemanusiaan (interaksi) dan
berbagai sumber daya dalam aksi (proses). Nilai
dasar tersebut menjadi satu kesatuan yang
terintegrasi pada setiap tahapan kebijakan publik
(Ansell & Gash, 2008).

1. Orientasi Konsensus
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Kriteria kolaborasi adalah adanya
konsensus. konsensus menjadi penting
karena governance menggambarkan
interaksi minimal dua pihak. Semakin
banyak pihak yang terlibat maka semakin
dinamis konsensus yang terjadi. Tidak
ada keputusan yang diambil oleh satu
atau sebagian saja pihak saja (Ansell &
Gash, 2008). Penyelesaian masalah
berbasis konsensus lebih baik dilakukan
untuk menghindari konflik. Hubungan
berbasis kolaborasi rentan terhadap
konflik sehingga consensus menjadi hal
yang harus dikedepankan. Baik atau
buruknya kolaborasi bisa dilihat dari
sejauh  mana kesepakatan bersama
dilakukan (Provan & Kenis, 2008).

Kepemimpinan

Kepemimpinan  merupakan  proses
dimana seorang individu mempengaruhi
sekelompok individu untuk mencapai
tujuan bersama (Northouse, 2018), orang
yang membawa masyarakat secara
bersama-sama untuk membuat suatu
peruahan bisa terjadi (Cleveland, 2002).
Praktek kepemimpinan terdapat dalam
sektor swasta maupun publik. Tugas
pemimpinan adalah  “create public
value” menciptakan nilai publik di dalam
maupun di luar sektor publik pada setiap
level organisasi (Moore, 1995), dengan
kata lain public value adalah produk dari
kepemimpinan (Richardo S. Morse &
Buss, 2007). Public value adalah modal
sosial dalam suatu komunitas (Gieseke,
2020). Publik dalam konteks kolaborasi
diartikan sebagai kelompok kepentingan
dalam perspektif pluralis, sebagai
konsumen dalam perspektif pilihan
publik, sebagai perwakilan dalam
perspektif legislatif, sebagai klien dalam
perspektif layanan dan sebagai warga
negara dalam perspektif governanace
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(Frederickson, 1991). Dalam praktek
kolaborasi kepemimpinan merupakan
salah satu tema pokok (Emerson et al.,
2011; S. Osborne, 2010). Model
kepemimpinan kolektif adalah model
kepemimpinan dalam proses kolabratif.
Kepemimpinan  kolektif  merupakan
kepemimpianan  berbentuk jaringan.
Setiap pihak berada pada posisi yang
sama, hubungan pihak yang terlibat lebih
pada fungsi koordinasi  daripada
komando. Posisi aktor sama secara
structural, tidak ada yang berada diatas
ataupun  dibawah.  Masing-masing
memiliki tugas yang berbeda tetapi
berada pada posisi yang sama.
Pemehaman  kepemimpinan  dalam
kolaborasi diarahkan pada kepeimpinan
kolektif. Kepemimpinan kolektif sebagai
nilai dasar kolaborasi tetap berlangsung
dari tahap formulasi sampai evaluasi
kebijakan public, di sebut juga sebagai
kepemimpinan kolaboratif  (Chrislip,
2002) . kepemimpinan kolaboratif adalah
kepemimpinan transformatif
(trasnformatif leadership), yaitu
kepemimpinan yang mampu mengubah
dan mentrasformasikan organisais, yang
berkaitan dengan emosi, nilai, etika dan
tujuan organisasi, termasuk memuaskan
kebutuhan pengikut dan memperlakuka
pengikut sebagai manausia seutuhnya
(Northouse, 2016).

Kepemimpinan dalam konteks
kolaborasi  disebut sebagai manajer
kolaborasi. Kata manajer cenderung
bersifat hirarki, padahal kolaborasi tidak
bersifat hirarkis, sehingga diganti dengan
istilah convener collaboration
(penyelenggara kolaborasi) yaitu
seseorang yang bekerja di antara mitra
yang setara untuk menciptkan kondisi
yang sukses agar kolaborasi dapat
berhasil (M. McNamara & Morris, 2012).
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Menurut McNamara ( 2016) seorang
convener collaborataion atau
entrepreneur  collaboration harus
memiliki skill set set keterampilan yaitu
(1) advokasi (advocating), kemampuan
untuk melakukan advokasi denngan aktor
yang terlibat dalam kolaborasi. (2)
aktifitas (activatig), yaitu kemampuan
untuk melakukan tindakan atau upaya
kolaborasi (3). Legitimasi (legitimazing)
yaitu memiliki kemampuan yang dapat di
andalkan dalam melakukan aktifitas
kolaborasi. (4) membingkai (Framing),
kemampaun membuat framing
kolaborasi melalui  regulasi  untuk
melaksanaan, mempromosikan nilai
kolaborasi dan memahami konteks
lingkungan dalam melaksanakan
kolaborasi. (5) Mobilisaasi (mobilizing),
kemampuan melakukan motivasi
anggota atau aktor kolaborasi untuk
mencapai  tujuan  bersama dan
mendapatkan dukungan yang
berkelanjutan (M. W. McNamara, 2016).
Tantangan yang paling berat bagi para
pemimpin dalam abad 21 adalah
bagaimana menyatukan orang-orang dari
berbagai latar belakang dan sektor yang
berbeda, yaitu pemerintah, kelompok
bisnis, organisasi nirlaba, filantropi, dan
media serta para akademisi untuk
mengatasi  masalah  publik  yang
kompleks untuk menciptakan nilai publik
dan mencapai kebaikan bersama melalui
rezim mandiri yang saling
menguntungkan (Bryson & Crosby,
2007). Enam prinsip kepemiminan yaitu
pemimpin mempunyai rencana yang
berorientasi pada hasil, memimpin
dengan keteladanan, pemimpin mmeiliki
inovasi dan menyampaikan dan dapat ide
kepada, pemimpin mejadi teman dalam
mencapai sukses, dan pemimpin yang
berjiwa melayani (Walker, 2007).
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Komunikasi Multiarah

Ansell dan Gash (2008) menempatkan
komunikasi menjadi salah satu proses inti
dalam kolaborasi, digambarkan dalam
bentuk dialog tatap muka (face to face
dialog). Komunikasi multiarah yakni
adanya umpan balik yang berlangsung
dengan melibatkan lebih dari dua pihak
berlangsung secara berkelanjutan dengan
intensitas yang tinggi. respons dan
tanggapan dilakukan pada semua pihak
yang terlibat dengan berbagai macam
cara berkomunikasi. Adanya interaksi
langsung dapat memberikan penguatan
pada nilai dasar lain pada akhirnya
memperkuat praktik kolaborasi (Ansell
& Gash, 2008).

Interaksi antar aktor memang perlu
berlangsung maksimal. Terjadinya pesan
yang efektif dari satu komunikan ke
komunikan yang lain dapat berdampak
pada penguatan interaksi berbasis
kolaborasi.  Komunikasi ~ multiarah
dijadikan salah satu nilai dasar untuk
menggambarkan bahwa dalam
kolaborasi ada sesuatu yang lebih pada
hubungan antar actor. Hal yang menjadi
pesan setidaknya terkait dengan curah
pendapat dan berbagi informasi. Tirrel
dan Clay membagi tingkatan kolaborasi
dengan 5 yaitu tahapan eksplorasi, tahap
formasi, tumbuh, dewasa dan akhir
(Norris-Tirrell & Clay, 2017).

Berbagi Sumber Daya

Sumber daya yang dimaksud yakni
sumber daya manusia dan sumber daya
keungan serta sumber daya lainnya yang
dapat memperkuat aktivitas kolaborasi.
(Emerson et al., 2011) menempatkan
sumber daya sebagai bagian dari variable
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kapasitas. Kapasitas kolaborasi dapat
dilihat pada sejaun mana sumber daya
dibagi dan terbagi. setiap kolaborator
bisa saling menguatkan kelebihan dan
menutupi kekurangan serta sama-sama
aktif bertindak.

Sesuatu yang menyatu dan disatukan
memiliki kekuatan tersendiri. Forum
kolaborasi sudah menjadi milik bersama
semua pihak yang terlibat. Oleh karena
itu, tidak ada alasan untuk tidak membagi
sumber daya yang dimiliki. Hasil yang
baik akan meningkatkan reputasi pihak
yang terlibat, sebaliknya hasil yang buruk
akan menurunkan reputasi. Sudah pasti,
kolaborasi hadir untuk memberikan
warna yang lebih baik. Berbagai sumber
daya menjadi salah satu penopangnya.

Kerangka kerja kolaborasi

(Emerson et al., 2011) menyebutkana
bahwa kolaborasi tidak terjadi dalam ruang
hampa, kolaborasi berada dalan suatu sistem
yang kompleks. Sistem yang kompleks tersebut
meliputi kondisi layanan publik yang sedang
terjadi, kerangka kebijakan umum yang sdah ada,
kondisi sosial ekonomi dan karakteristik budaya
masyarkaaa, dinamikaa politik dan sejarah
konflik masa lalu antar aktor. Selain konteks
sistem, tedapat juga faktor pendorong kolaboasi,
yaitu adanya ketidak pastian terhadap suatu
situsi, adanya saling ketergantgan, konsekusnei
atau adanya insentif dari kolaborasi, dan atas
inisiasi dari pimpinan. Selain itu, kolaborasi
adalah suatu proses yang dinamis, ditentukan
oleh tiga hal yaitu prinsip keterlibatan, yaitu
aktor dalam kolaborasi yang dipengaruhi oleh
proses yag terjadi dalam organisasi asal dari
apktor yang terlibat. Determinan kedua adalah
berbaagi motivasi yang timbul karena adanyaa
trust, pemahaman bersama bukan sekedar
berbagi pemahaman sepertu yang ada dalam
keranga kerja model Ansel dan gash (2007).
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Berbagi pemahamann dapat menghasilkan
legitimasi internal dan akhirnya menimbulkan
komitman dalam kolaborasi. Determinan ketiga
adalah kapasitas bersama, dipengaruhi oeh faktor
kepeminmpinaan dalam kolaborasi, sumber daya,
pengetahuan dan pengaturan dalam masing
masing organisasai.

(Bryson, Crosby, & Stone, 2006)
menyebutkan kerangka kerja collaborative
governance berbeda beda, ada yang fokus pada
komponen input, proses dan output secara
bersamaan yang berdampak pada outcome, ada
juga menganalisis bahwa satu variabel dalam satu
kategori dapat mempengaruhi Kkategori secara
keseluruhan, dicontohkan variabel trust pada
kategori proses dapat mempengaruhi kategori
outcome kolaborasi secaara keseluruhan.

Gray (1985), menggambarkan keragka
collaborative governance tentang hubunngan
antara faktor antecedent, proses dan outcome
kolaborasi. unit analisisnya adalah level
organisasi dan menekankan pada proses
kolaborasi (A. P. Williams, 2016). Ring dan Van
de Ven (1994) menggambarkan proses kolaborasi
antara organisasi dipengaruhi oleh proses
negosiasi, komitmen antar indivisi, serta setiap
domain negosiasi, komitmen dan esksekusi
proses kolaborasi selalu dinilai dengan indikator
efisiensi dan pemerataan, selain itu unit analisis
pada kerangka kerja ini adalah pada tingkat
individu dan organisasi. Analisis pada tingkat
individu menggambarkn hubungan informal
individu berdampak pada kolaborasi proses
kolaborasi (Ring & Van De Ven, 1994).

Dalam literatur administrasi publik
karengka collaborative governance yang
dikembangkan oleh Ansel dan Gash (2007) yaitu
pengaturan yang mengatur dimana satu atau lebih
lembaga publik secara langsung melibatkan
pemangku kepentingan non negara dalam proses
pengambilan keputusan kolektif yang formal,
berorientasi konsensus dan deliberatif bertujaun
untuk membuat atau menerapkan kebijakan
publik atau mengeloa program atau aset publik
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(Ansell & Gash, 2008). Kerangka kolaborasi
tersebut menunjukkan penekanan kolaborasi
pada pemerintah sebagai inisiator sehingga
terdapat diferensiasi antara aktor negara dan non
negara, namun tidak dijelaskan bagaimana hasil
kolaborasi jika aktor non negara dilibatkan dalam
kolaborasi, serta tidak menggambarkan secara
lebih terperinci tipe aktor yang mempengaruhi
sifat kolaborasi (A. P. Williams, 2016). Level
analisis kolaborasi Ansel dan Gash (2007) pada
level individu dan organisasi yang sifatnya siklus

artiya output dari proses collaborasi dapat
menjadi  input untuk proses kolaborasi
berikutnya. Pada level individu, kolaborasi

dipengaruhi oleh dialog tatap muka (face to face
dialog) yang dapat membangun trust, pada
gilirannya dapat meingkakan partisipasi dan
komitmen dalam proses. Komitment dicirikan
dengan pengakuan saling membutuhkan, merasa
saling memiliki atas proses. Kepercayaan dan
komitmen dapat memungkinkan pemahaman
bersama untuk berkembang. Pada level organisali,
collaborasi di pangaruhi oleh struktur, budaya,
dan tujuan organisasi.

Emerson (2011) menyempurnaakan
kerangka kerja Ansel dan Gash (2007), dengan
menghilangkan pemerintah sebagai
penyelenggara kolaborasi, dengan menjelaskan
kolaborasi  sebagai proses dan  struktur
pengambilan  keputusan dan  pengelolaan
kebijakan publik yang melibatkan orag secara
konstruktif lintas batas instnasi publik, tingkat
pemerintahan dan atau masyarakat, swasta dan
masyarkat untuk mencapai tujuan bersama yang
tidak dapat di capaai (Emerson et al., 2011).

Kerangka kerja Emerson et al. (2012)
tetap dengan konteks input-process -output,
namun ada perbedaan dengan model keranga
kerja yang lainnya. Pertama, Emerson dKk,
membedakan dua jenis input / antecedent
kolaborasi yaitu general system context (kanteks
system umum) yaitu situasi seperti turbulensi dan
komplesksitas, dan faktor pendorong spesifik
kolaborasi yaitu kondisi yang diperlukan untuk
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terjadinya kolaborasi seperti kepemimpinan,
insentif atau konsekuensi, saling ketergantungan
dan ketidakpastian. Kedua, perbedaan antara
output dari kolaborasi misalnya mendapatkan
sumberdaya, memberlakukan kebijakan, dan
outcome (keluran jangkan panjang) meliputi
perubahan umum yang mengacu pada konteks
sistem.

William (2016) menjelaskan bahwa
kerangka kerja Ansel dan Gas (2007), serta
Emerson dkk (2012) yang banyak dikutip dalam
literatur administasi publik tidak secara spesifik
menjelaskan apakah kerangka kerja tersebut
berlaku pada setiap level organisasi, termasuk di
lini depan pelayanan (street level birokrasi) yang
banyak melaksanakan praktek kolaborasi. Selain
itu, kerangka kerja tidak menguraikan pentingnya
faktor organisasi seperti wewenang atas sumber
daya, ukuran organisasi tujuan dan struktur
organisasi, karena struktur organisasi yang
hirarkis dan distribusi otoritas / kewenangan
dalam suatu organisasi merupakan kunci penting
untuk menentukan intensitas interaksi antar
orgaisasi.

Tantangan dalam pelaksanana colaborative
governance

(Waardenburg, Groenleer, de Jong, &
Keijser, 2020) menyebutkan ada tiga tantangan
uatama dalam collaborative  governance.
Pertama, tantangan Yyang terkait dengan
pemecahan masalah substantif. Hal ini terkait
dengan aspek politik. Kedua, tantangan terkait
dengan proses kolaboratif. yaitu bagaimana
menyamakan berbagai persepsi dan minat yang
berbeda dan membangun kepercayaan. Ketiga
tantangan terkait akuntabilitas multi-relasional.
Tantagan Yyang terkait pemecahan masalah
substantif terkait terkait ketegangan antara
saluran akuntabilitas baru, termasuk keorganisasi
dan masyarakat lain pada umumnya, dan saluran
akuntabilitas lama. mengembangkan respons
kolaboratif, dalam merancang langkah-langkah
keberhasilan atau dengan kata lain, Kketika
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menemukan masalah, maka langkah berikutnya
adalah merumuskan pemecahannnya secara
bersama

Tantangan dalam kolaboraasi meliptui,
tantangan individu, organisasi, sosial dan
tantangan yang bersifat organik. Tantangn
individu misalnya, motivasi ingin berkuasa.
Menurut MacClalend, karakter manusia
memiliki beragam motivasi motivasi ). Orang
yang mempunyai motivasi untuk berkuasa tidak
cocok untuk melakukan kolaborasi. Bias, menilai
diri sendiri, atau menggangap kontribusi pihak
lain lebih kecil dari pada yang di berikan, takut
kehilangan kendali, otonomi, kualitas, identitas
dan sumber daya. Kurangnya rasa percaya dan
keyakinan  terhadap principle. Hambatan
organisasi, biaya langsung dan keuntunngannya
masih jauh di peroleh organisasi. Berbedanya
tujuan dan ukuran keberhasilan dari setiap
organisasi yang terlibat, penghargaan atau reward
yang diberikan rendah, sistim penghargaan
individu, anggaran berbasis line item budget
system selalu bertanya apa keuntungannya bagi
organisasi saya, beda aturan beda budaya dan
beda nilai antara organisasi yang terlibat,
Hambatan sosial, misalnya, ethos kerja yang
individualis seperti di amerika, bias terhadap
kompetisi, Hambatan sistemik, pembagian
kekuasaan sesuai amanat konstitusi, program
anggaran sangat sempit, (Stephen, 2002). Selain
itu, legitimasi dan kompetensi aktor individu
serta komitmen aktor dalam implementasi dan
berbagi data dan informasi dalam proses
kolaborasi menjadi tantangan dalam proses
collaborasi (Woldesenbet, 2018).

Tantangan dalam kolaborasi terkait
dengan motivasi, misi dalam berkolaborasi,
budaya organisasi, metode implementasi dalam
organisasi yang berbeda, stakeholder yang
berbeda, kapasitas organisasi yang berbeda,
kompetensi dan kewenangan organisasi secara
formal dan juga konflik dalm organisasi (O’Leary
& Vij, 2017). Hierarki dan otoritas, dalam
pemikiran dan praktik organisasi tradisional,
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menjadi penghambat utama dalama praktek
kolaborasi (Donald F. Kettl, 2006).
Body of knowledge Penelitian collaborative
governance

Riset dalam tentang collaborative
governance relatif masih muda dalam bidang
adaministrasi publik. Tema riset kolaborai dalam
bidang administrasi publik mulai muncul dalam
tulisan Gray (1989) collaborating: finding
common ground for multy party problem (Gray,
1989a). Pada umumnya risat kolaborasi
dikelompokkan dalam lima tema utama (Morris
& Stevens, 2016b). Tema pertama terkait dengan
kejelasan defenisi yang sangat beragam, dan
berdampak pada keragaman pemahaman karena
banyaknya elemen dalam kolaborasi. Moris, dkk
(2016) mereview 30 artikel yang tentang
collaborative governance menemukan lebih dari
60 elemen dalam defenisi kolaborasi, dan tidak
ada elemen dalam artikel yang terdapat pada lebih
dari 1/3 dari jurnal yang direview. Kejelasan
defenisi dapat membantu akurasi pemahaman
fenomena yang diteliti (Morris & Stevens,

2016b).  Definisi sangat penting  untuk
membangun teori. Teori umum tentang
kolaborasi harus dimulai dengan definisi

fenomena yang mencakup semua bentuk yang
dapat diamati dan mengecualikan masalah yang
tidak relevan (Wood & Gray, 1991). Karena
belum adanya kesepakatan defenisi tunggal
kolaborasi (Morris & Stevens, 2016b).

Tema kedua, tentang perkembangan
riset bertemakan kolaborasi, menuurt beberapa
pendapat menyebutkan bahwa studi kolaborasi
masih sangat muda, namun studi ini telah
berkembang dengan lebih cepat, dengan
dihasilkannya teori dan model kolaborasi yang
dari kajian yang telah dilakukan. Istilah
kolaborasi kadang tumpang tindih dalam praktek
interaksi anatar organaisasi, para praktisi
menggunakan istilah yang berbeda misalnyaa
koordnasi, kerjasama untuk satu aktifitas yang
sama, atau sebaliknya, aktifitas yang berbeda
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menggunakan istilah yang sama, yaitu kolaborasi
(Morris & Stevens, 2016b). Terdapat banyak
bentuk interaksi antar organisais yang bersift
continum  vyaitu kerjasama  (cooperation),
koordinasi  (coordination) dan kolaborasi
(Collaboration) (M. McNamara, 2012).

Tema ketiga, dalam riset kolaborasi
adalah pemahaman tentang kolaborasi, yang
dipahami sebagai proses dan struktur. kolaborasi
sebagai suatu proses terimplisit dalam riset yang
dilakukan (Agranoff & McGuire, 2003), Wood
dan Gray (1998) (Morris & Stevens, 2016b).
Kolaaborasi sebagai proses terdiri atas proses
yang sifatnya linear dan dan proses yang sifatnya
siklus (C. M. Williams, Merriman, & Morris,
2016). Kolaborasi adalah struktur yang
merupakan aktifitas dalam organisais, secara
tereksplisit terlihat dari tulisan ~ McNamara
(2012) mengkategorikan kolaborasi terjadi dalam
lingkungan organisasi yang hirarkis (M.
McNamara, 2012).

Tema keempat adalah terkait interaksi
antara organisasi yaitu, bahwa tidak semua
interaksi dalam suatu organisasi disebut sebagai
kolaborasi. McNamara (2012) menyebutkan
interaksi antar organisasi berada pada skala
ordinal dan bersifat continum kerjasama
(cooperation)- koordinasi (coodination) dan
kolaborasi (collaboration) (Keast, Brown, &
Mandell, 2007; M. McNamara, 2012). Penjelasan
tentang ha ini terdapat pada salah sat sub bagain
dalam tulisan ini.

Tema kelima adalah pendekatan riset
kolaborasi  bersifat  interdisipliner.  Pada
prakteknya, kerangka kerja kolaborasi dalam
menyelesaikan masalah publik yang kompleks
telah diterapkan dalam berbagai sektor, misalnya
pendidikan, ekonomi, lingkungan, dan kolaborasi
dalam situasi bencana atu krisis (Morris &
Stevens, 2016b).

Bencana yang menimbulkan Kkrisis
menyebabkan adanya ancaman terhadap struktur
dasar atau nilai-nilai fundamental dan norma-
norma sistem sosial, krisis terjadi dalam yang
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sangat tidak pasti, mengharuskan pembuat
kebijakan membuat keputusan (Rosenthal et al.,
2017; Takeda, 2008). Kompleksnya maslah yang
dihadapi dalam situasi krisi menyebabkan tidak
ada aktor tunggal, baik sektor publik atau swasta,
yang memiliki semua pengetahuan dan informasi
yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah
yang kompleks, dinamis dan beragam
(Farazmand, 2017). Krisis tidak dapat
diselesaikan oleh satu sektor saja dan melibatkan
lintas sektor, disebut dengan istilah “wicked
problem (Elia & Margherita, 2018; Head, 2008).
Karena itu kolaborasi merupakan salah satu
strategi dalam mengatasi masalah kompleks
(Paul et al., 2020).

t’Hart (2013) mengatakan baahwa model
sentralisasi dalam krisis Fukusima di Jepang
akibat Tsunami yang merusak sistem pembangkit
listrik tidak cepat mengatasi krisis, karena kurang
memiliki pemahaman yang memadai tentang
realitas operasional, karena itu perlu dilakukan
kollaborasi tingkat masyarakat (’t Hart, 2013).
Bhuiyan (2010) kolaborasi public swasta dalam
mengelola sampah yang efektif dan efisien,
(Bhuiyan, 2010). Schwrtz & Yen (2017)
mendeksripsikan strategi kolaborasi
(collabortive) berhasil dalam pengendalian
Covid19, mampu mengendalikan penyebaran
Covid19 atau melandaikan curva penularan
Covid19 (Schwartz & Yen, 2017).

Studi lainnya menunjukkan bahwa praktek
kolaborasi membutuhan waktu yang cukup
panjang (Cheever, 2006; Gunton & Day, 2002;
Imperial, 2005; Margerum, 2002), Kkarena
meliputi beberapa fase meliputi (a) penentuan
masalah, yaitu  mendefinisikan  masalah,
mengidentifikasi pemangku kepentingan; (b)
pengaturan arah: menetapkan aturan dasar,
membuat agenda negosiasi, mencari opsi, dan
mencapai kesepakatan; dan (c) implementasi:
berurusan  dengan  sasaran, membangun
dukungan (Gray, 1985). Strategi kolaborasi telah
sukses mengendalikan penyakit yang baru
muncul di Korea Selatan dan Taiwan (Schwartz
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& Yen, 2017). Collaborative governance dapat
mengendalikan penyebaran Covid19 di Surabaya
(Megawati et al., 2020).

Dengan menggunakan kerangka kerja type
tata kelola kolaborasi Diaz & Miller (2014) ada
tiga type struktur tata kelola kolaborasi yaitu tata
kelola kolaborsai antar agen pemerintahan
(interagency governance), tata kelola lintas
sektor (cross sector governance) dan kolaborasi
pada tingkat implementasi dimasyarakat
(grassroot collaboration) (Diaz-Kope & Miller-
Stevens, 2015). Dalam konteks Interagency
governance , model kolaborasi antara level
pemerintahan  baik  pusat, provinsi dan
kabupaten/kota, dan bagaimana peran dari
masing masing level pemerintahan dalam situasi
bencana / krisis. Dalam konteks cross sector
governacne sipa saja Yyang berperan dan
bagaimana peran dari masing- masing aktor
(pemerintah, swasta, akademisi, media dan sektr
lainya) dalam proses kolaborasi lintas sektor
dalam situasi bencana / krisis yang terjadi. Dalam
konteks  konteks grassroot collaboration,
bagaimana keterlibatan publik dalam kolaborasi
dan apa peran dari masing masing dalam proses
kolaborasi  dalam  situasi  bencana/krsis.
Bernangkat dari kerangka kolaborasi yang
dibangun oleh Emereson dan Nabatchi (2011)
kolaborasi terjadi dalam suatu konteks system
yang lebih luas meliputi kondisi suber daya,
kebijakan, sosial ekonomi, karakteristik jaringan,
politik dan sejarah konflik masa lalu. Selain itu
faktor pendorong kolaborasi adalah adanya
ketidakpastian, adanya kergantungan antar aktor,

adanya konsekuensi atau insentif daari kolaborasi
dan inisai dari pimpinan, dan dalam proses
kolaborasi sangat dinamis dipengaruhi oleh
prinsip keterlibatan aktor dalam kolaborasi,
berbagi kapasitas, dan motivasi (Emerson et al.,
2011).
KESIMPULAN DAN PENUTUP

Dampak Covid-19 tidak ada bandingannya
dalam sejarah modern. Dampaknya tidak hanya
pada kesehatan tapi pada semua sektor: ekonomi,
politik, sosial, budaya, lingkungan pendidikan.
Covid19 menyebabkan krisis mengakibatkan
ancaman bagi kelangsungan sistem nilai
fundamental dalam masyarakat.  Kolaborasi
adalah suatu proses  dan struktur dalam
menyelesaian maslash publik. Karangka kerja
kolaborasi telah digunakan dalam berbagai
bidang untuk menyelesaikan masalah publik
yang kopleks dan tidak dapat di selesaikan
sendiri. Tema riset kolaborasai yang telah di
lakukaan berorientasi pada lima tema utama,
meliputi tema yang terkait dengan defenisi
kolaborasi yang masih sangat beragam, riset
kolaborasi relatif muda namun diterapkan dalam
berbagai bidang, dan tema bentuk interaksi antara
aktor yang terlibat. Tema riset kolaborasi yang
menganalisa proses kolaborasi  antar level
pemerintahan (interagecy governance),
kolaborrasi lintas  sektor (cross-sector
governance) dan kolaborasi pada tingkat
komunitas (grassroot governance) dalam
kerangka kerja kolaborasi situasi bencana / krisis
perlu dilakukan.
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